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1. Latar Belakang

Pada tanggal 1 Februari 2013, APP melalui Kebijakan Konservasi Hutannya (FCP), telah
berkomitmen untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi
(SKT), melakukan manajemen lahan gambut yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa serat
kayu dari pihak ketiga berasal dari sumber yang mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung
jawab.

Forest People Program (FPP), Scale Up dan Walhi Jambi adalah LSM independen yang melakukan
studi pembelajaran proses resolusi konflik antara PT Wirakarya Sakti (WKS) dan masyarakat
Senyerang. Hasil studi mereka dituangkan dalam laporan yang dipublikasikan pada tanggal 19
Desember 2014, untuk mendapatkan pembelajaran proses negosiasi dan kesepakatan yang
dihasilkan, dan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan proses mediasi kedepannya.
Laporan dapat diakes pada tautan berikut:
http://www.forestpeoples.org/topics/pulp-paper/publication/2014/lessons-learned-conflict-negotiations-
and-agreement-between-senye .

Laporan tersebut membahas sejarah Desa Senyerang dan berbagai tahapan sengketa dan upaya
yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik hingga terselesaikan pada tahun 2013. Proses tersebut
dibandingkan dengan komitmen Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) APP.

Rangkuman dari isu — isu yang dijabarkan dalam laporan studi tersebut dalam kaitannya dengan
komitmen kebijakan FCP APP adalah:

Isu 1: “Proses negosiasi antara WKS dan Senyerang tidak sesuai dengan komitmen kebijakan FCP.
Hasil negosiasi tetap memberikan lahan 2 hektar per keluarga (total 4,004 ha), dan bukan sesuai
dengan klaim masyarakat untuk semua tanah Senyerang (total 7,224 ha).”

Isu 2: “Proses pemetaan partisipatif terhadap seluruh areal desa Senyerang tidak dilakukan.”

Isu 3: “Anggota masyarakat Senyerang yang diwawancarai penulis tidak mengetahui bahwa mereka
mempunyai hak untuk memilih lembaga perwakilan untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi,
dan APP & TFT tidak menginformasikan ke masyarakat tentang hak untuk meminta negosiasi
dilakukan dengan menggunakan mediator independen. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu tokoh
masyarakat yang diwawancarai penulis.”

Isu 4: “Masyarakat desa tidak dikonsultasikan tentang penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan
Stok Karbon Tinggi (SKT). Dan juga proposal tata ruang dari hasil penilaian NKT dan SKT tidak
dibahas dalam proses negosiasi, meskipun ini akan memiliki implikasi kepada lahan yang dapat
digunakan, baik oleh petani dan perusahaan.”

Isu 5: “Pihak negosiator Senyerang mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap saran
independen sebelum dan selama proses negosiasi dengan WKS.”



Isu 6: “Perjanjian antara WKS dan masyarakat Senyerang merupakan langkah awal untuk
penyelesaian konflik ini, namun penyelesaian ini tidak sesuai dengan komitmen publik dalam
Kebijakan Konservasi APP yang tertuang dalam dalam Standard Operating Procedure APP.”

2. Proses Verifikasi

Sebelum laporan FPP dipublikasikan secara resmi, APP melalui Komite Pengaduan telah mengambil
langkah — langkah untuk memverifikasi pernyataan — pernyataan yang tercantum dalam laporan
FPP. Proses verifikasi ini masih terus berlanjut setelah laporan FPP dipublikasikan secara resmi.

Langkah —langkah verifikasi yang telah dilakukan:

1. 29 Oktober 2014: APP/SMF mengundang FPP untuk bertemu langsung dengan perwakilan
masyarakat Senyerang yang terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan perusahaan untuk
memverifikasi isi laporan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan FPP (Patrick Anderson) dan
Walhi Jambi (Rudiansyah).

2. 25 November 2014: APP bertemu dengan FPP dan Rainforest Action Network (RAN) untuk
mengklarifikasi proses penyelesaian konflik yang telah dilakukan dalam kasus Senyerang.

3. 8 Desember 2014: APP bertemu dengan Greenpeace untuk menentukan proses verifikasi di
lapangan.

4. 12 Januari 2014 dan 15 Januari 2014: APP/SMF mengundang FPP (Patrick Anderson), Scale Up
(Harry Octavian) dan Walhi Jambi (Rudiansyah) melalui email, sebanyak dua kali, untuk
mengikuti verifikasi lapangan dan meminta klarifikasi fakta — fakta dalam laporan Senyerang.
Jawaban dari FPP, melalui Patrick Anderson, baru diperoleh APP tanggal 9 Februari 2015
setelah verifikasi lapangan selesai dilakukan.

5. 22 — 24 Januari 2015: verifikasi lapangan dilakukan melalui pertemuan — pertemuan bersama
dengan Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Dinas Kehutanan kabupaten Tanjung Jabung Barat,
dan, masyarakat Senyerang.

6. Hasil verifikasi lapangan bulan Januari 2015 dikombinasikan dengan hasil verifikasi yang
dilakukan pada bulan Oktober 2014.



Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi lapangan dapat dilihat di bawah ini.
A. Tim Verifikasi Lapangan
Tim verifikasi lapangan terdiri dari:

1. Eko Hasan (SMF)
2. Berdy Steven (TFT)

B. Waktu Verifikasi
Verifikasi lapangan dilakukan pada:

1. 29 Oktober 2014 di Jambi
2. 22-24 Januari 2015 di kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Lokasi Verifikasi

Verifikasi lapangan dilakukan di Jambi, kantor koperasi Senyerang di desa Senyerang, dan
kantor Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.

D. Metode Verifikasi

Verifikasi meliputi pengumpulan bukti — bukti dari berbagai sumber seperti dokumen, foto,
wawancara dan observasi lapangan.

Rekomendasi dalam laporan verifikasi keluhan ini disusun dari berbagai bukti yang berhasil
dikumpulkan selama proses verifikasi, isi laporan FPP/Scale Up/Walhi, dan juga mengacu pada
komitmen dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP yang relevan.

3. Kesimpulan

Hasil verifikasi yang dirangkum dalam kesimpulan ini tercantum pada bagian lampiran dalam
laporan ini. Secara garis besar, kesimpulan yang ditarik dari kegiatan verifikasi dapat dilihat
sebagai berikut:

Isu 1: “Proses negosiasi antara WKS dan Senyerang tidak sesuai dengan komitmen kebijakan
FCP. Hasil negosiasi tetap memberikan lahan 2 hektar per keluarga (total 4,004 ha), dan tidak
sesuai dengan klaim masyarakat terhadap semua tanah desa Senyerang (total 7,224 ha).”

Dokumen yang dirujuk oleh FPP sebagai bukti kepemilikan masyarakat Senyerang atas 7,224 ha
tanah telah direview oleh Tim Verifikasi Pengaduan. Terdapat dua dokumen sebagai berikut:



e Dokumen pertama merupakan surat tahun 1927 yang ditandatangani kepala desa
Senyerang. Surat ini berupa pemberian ijin kepada Hj. Abd Rahmad bin Sair untuk
mengusahakan/memanfaatkan 150 depa tanah (sekitar 300 meter) di kedua sisi sungai
Landak sampai ke sungai Pengabuan. ljin ini hanya berlaku selama satu (1) tahun.

e Dokumen kedua adalah Surat Keterangan tahun 1928 yang dibuat oleh kepala
administrasi setempat sebagai wakil pemerintah Belanda pada masa itu (Kepala
Tungkal)'. Surat keterangan ini menyatakan bahwa pemilik sertifikat, Hj. Abdoer
Rahman bin Zair, berhak mengelola areal sepanjang 300 depa” (~600 m) dan lebar 150
depa (~300 m), atau bila diukur setara dengan areal seluas 18 ha, untuk dikembangkan
menjadi perkebunan kelapa. Batas utara areal ini adalah sungai Pengabuan, sekitar 5-6
km dari batas utara konsesi hutan produksi WKS>. Ketika ditampalkan dengan areal
konsesi WKS, areal ini terletak di luar garis batas konsesi WKS.

Tim Verifikasi Pengaduan menyimpulkan kedua dokumen tersebut, yang dirujuk oleh FPP dalam
laporannya, tidak memadai untuk memvalidasi klaim lahan seluas 7,224 ha.

Proses penyelesaian konflik dengan masyarakat Senyerang telah melalui berbagai tahapan yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pemerintahan di
berbagai tingkat, organisasi yang mewakili masyarakat Senyerang, LSM yang berfungsi sebagai
mediator dan pendukung, serta perwakilan masyarakat®.

Melalui berbagai tahapan proses negosiasi, berbagai kompensasi dan skema kerjasama telah
ditawarkan ke dan didiskusikan bersama masyarakat Senyerang. Proses negosiasi ini juga
dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait seperti lembaga — lembaga pemerintah dan
organisasi yang mewakili masyarakat Senyerang.

Keputusan untuk mengalokasikan lahan seluas 4,004 ha dikeluarkan oleh Kementerian
Kehutanan yang merupakan pihak yang berwenang di wilayah konflik. Keputusan diambil
berdasarkan hal — hal berikut:

e Inventarisasi daerah konflik dan masyarakat terkait yang dilakukan tahun 2011 di bawah
pengawasan Gubernur Jambi telah mengidentifikasi 2,002 keluarga dalam masyarakat
Senyerang yang melakukan klaim lahan terhadap areal konsesi hutan WKS®. Dalam

! Sertifikat atau Surat Keterangan bertanggal 27 Mei 1925 dan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Tungkal (De Demang
van Toengkal).

’Depa adalah satuan panjang tradisional yang merupakan panjang dari ujung jari seseorang dari kiri ke kanan ketika kedua
lengan direntangkan sepanjang (sejajar) bahu. Panjang depa berkisar antara 1.6 — 2 meter. Untuk tujuan verifikasi ini
digunakan panjang 2 meter sebagai faktor konversi.

*Peta klaim lahan masyarakat Senyerang seluas 7,224 Ha terdapat dalam Lampiran 4.

* Kronologi proses penyelesaian konflik masyarakat Senyerang terdapat dalam Lampiran 1.

> Surat dari Gubernur Jambi dengan nomor surat: 522.4/820/4-Ekbang&SDA, tanggal 9 Maret 2011. Tersedia berdasarkan
permintaan.



surat tersebut Gubernur juga merekomendasikan agar alokasi lahan bagi masyarakat
Senyerang adalah 1 ha per keluarga.

Kementerian Kehutanan mereview klaim masyarakat Senyerang, respon dari WKS, dan
rekomendasi Gubernur Jambi. Berdasarkan masukan — masukan tersebut, penentuan
alokasi lahan bagi masyarakat Senyerang di dalam areal konsesi hutan produksi WKS
ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan seluas 2 ha per keluarga®, melebihi
rekomendasi yang diberikan Gubernur Jambi. Sehingga untuk 2,002 keluarga di
Senyerang, total areal yang dialokasikan adalah 4,004 ha.

Pada saat proses negosiasi berlanjut dengan TFT sebagai mediator, TFT meminta perwakilan
masyarakat Senyerang untuk mengklarifikasi obyek konflik dalam pertemuan tanggal 20 Juni
2013. Perwakilan masyarakat Senyerang mengkonfirmasikan obyek konflik adalah tanah seluas
4,004 ha’® sehingga proses negosiasi dilanjutkan dengan menggunakan obyek konflik ini
sebagai titik mulai.

Berdasarkan temuan — temuan di atas, Tim Verifikasi Pengaduan menyimpulkan bahwa
penentuan obyek konflik seluas 4,004 ha, bukan 7,224 ha, dengan masyarakat Senyerang sudah
sesuai dengan kebijakan FCP APP.

Isu 2: “Proses pemetaan partisipatif terhadap seluruh areal desa Senyerang tidak dilakukan.”

Tim verifikasi menemukan bahwa proses pemetaan partisipatif telah dilakukan pada areal klaim
masyarakat. Pemetaan dilakukan bersama antara WKS dan masyarakat Senyerang setelah

perjanjian diadakan oleh kedua pihak pada 2 Juli 2013 terhadat total areal 4,004 ha®,*.

Isu 3: “Anggota masyarakat Senyerang yang ditemui penulis tidak mengetahui bahwa mereka
memiliki hak untuk memilih lembaga perwakilan untuk berpartisipasi dalam proses
negosiasi”, dan “APP & TFT tidak menginformasikan ke masyarakat tentang hak untuk
meminta negosiasi dilakukan dengan menggunakan mediator independen. Hal ini
dikonfirmasi oleh salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai penulis.”

Wawancara dilakukan dengan anggota dan tokoh masyarakat yang merupakan anggota tim
negosiasi masyarakat Senyerang. Wawancara dilakukan dua kali, pertama dengan kehadiran
FPP tanggal 29 Oktober 2014 di Jambi sebelum laporan Senyerang dipublikasikan, dan kedua

® Surat dari Menteri Kehutanan ke Gubernur Jambi dengan nomor surat: 5.30/Menhut-VI1/2012, tanggal 20 Januari 2012.
Tersedia berdasarkan permintaan.

’ Berita Acara Pertemuan tanggal 20 Juni 2013. Tersedia berdasarkan permintaan.

® Surat terbuka dari masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015 terdapat dalam Lampiran 3 di laporan ini.

° Hasil pemetaan partisipatif bersama antara perusahaan dan masyarakat terhadap 4,004 ha lahan. Tersedia berdasarkan
permintaan.

1% Surat terbuka dari masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015 terdapat dalam Lampiran 3 di laporan ini.



tanpa kehadiran FPP tanggal 26 sampai 27 Januari 2015. Selama wawancara, masyarakat
Senyerang menegaskan bahwa pemilihan TFT tidak dipaksakan dan mereka mengetahui bahwa
mereka bebas memilih lembaga lain untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik.
Masyarakat Senyerang tidak dibatasi dalam memilih TFT sebagai mediator'®.

Selanjutnya, anggota dan tokoh masyarakat yang sekaligus merupakan anggota tim negosiasi
mempertanyakan sumber laporan FPP yang memberikan pernyataan berbeda dari pengalaman
mereka selama proses negosiasi: “Ada sekitar 15,300 orang yang bisa disebut masyarakat
Senyerang. Dari jumlah itu, hanya 2002 orang yang terlibat dalam perjuangan dengan WKS.
Mungkin sewaktu di sana, Pak Patrick bertemu dengan orang — orang yang berlawanan dengan
kami sehingga memberikan pernyataan yang berbeda.”*?

Dengan demikian, Tim verifikasi pengaduan menyimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan
FPP di atas tidak tepat berdasarkan temuan —temuan tersebut.

Isu 4: “Masyarakat desa tidak dikonsultasikan tentang penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
dan Stok Karbon Tinggi (SKT). Dan juga proposal tata ruang dari hasil penilaian NKT dan SKT
tidak dibahas dalam proses negosiasi, meskipun ini akan berimplikasi dengan lahan yang
dapat digunakan baik oleh petani dan perusahaan.”

Sebagai bagian proses penilaian NKT, konsultasi publik diselenggarakan pada beberapa
tingkatan. Pada tingkat kecamatan Senyerang, konsultasi publik dilakukan dua kali di dua desa
yang berbeda, desa Landak tanggal 14 Februari 2015 dan desa Sungsang tanggal 15 Februari
2015.

Penilaian SKT dilakukan untuk mengidentifikasi areal hutan alam melalui analisis stok karbon di
atas tanah. Areal sengketa dengan masyarakat Senyerang sudah merupakan areal hutan
tanaman sehingga penilaian SKT menjadi tidak relevan dilakukan. Dengan demikian, konsultasi
penilaian SKT dengan masyarakat Senyerang juga menjadi tidak relevan.

Proses penyelesaian konflik Senyerang dengan TFT sebagai mediator dilakukan mulai
September 2012 dan kesepakatan penyelesaian dicapai bulan Juni 2013. Selama proses
negosiasi, penilaian NKT dan SKT sedang berlangsung di wilayah Jambi sehingga tidak ada hasil/
rekomendasi terkait zona lahan di areal klaim yang bisa disertakan dalam negosiasi. Hal ini telah
diklarifikasi ke Patrick dalam beberapa pertemuan sebelum laporan dipublikasikan, termasuk
dalam pertemuan bersama masyarakat Senyerang di Jambi tanggal 29 Oktober. Patrick FPP
sendiri telah memberikan konfirmasi bahwa fakta — fakta ini telah diketahuinya®>.

" Surat terbuka masyarakat Senyerang tanggal 21 November 2014 dan 25 Maret 2015 terdapat dalam lampiran Il dan IIl.

'2 Transkrip rekaman video pertemuan antara masyarakat Senyerang, FPP, SMF dan TFT yang diadakan tanggal 29 Oktober
2014 tersedia berdasarkan permintaan.

“Transkrip rekaman video pertemuan antara masyarakat Senyerang, FPP, SMF dan TFT yang diadakan tanggal 29 Oktober
2014 tersedia berdasarkan permintaan.



Dengan demikian, Tim verifikasi menyimpulkan bahwa pernyataan FPP tidak relevan terhadap
negosiasi penyelesaian konflik pada waktu itu dan bahwa proses penyelesaian konflik di
Senyerang sudah sesuai dengan komitmen APP dalam FCP APP.

Sebagai tambahan, dalam pertemuan antara FPP dan APP untuk meninjau draft laporan APP
sebelum dipublikasikan, APP telah menjelaskan bahwa apabila ada hasil/rekomendasi SKT, NKT
dan pemetaan konflik sosial yang saling bertentangan, maka akan diselesaikan melalui proses
penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lestari Terpadu (ISFMP). Selama proses penyusunan
ISFMP, rekomendasi — rekomendasi yang berbeda akan diprioritaskan sesuai kondisi lokal
dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan setempat, termasuk perwakilan
masyarakat lokal. Proses ini juga mencakup proses FPIC, di mana rekomendasi apapun yang
berdampak pada hak kepemilikan lahan masyarakat yang sah tidak akan dijalankan kecuali FPIC
telah diperoleh dari masyarakat tersebut.

Isu 5: “Pihak negosiator Senyerang mempunyai akses yang sangat terbatas terhada saran
independen sebelum dan selama proses negosiasi dengan WKS.”

e Sejak awal proses negosiasi (mulai 2010), masyarakat Senyerang difasilitasi dan diwakili PPJ
(Persatuan Petani Jambi). Masyarakat menerbitkan surat mandat resmi untuk menunjuk PPJ
sebagai wakil mereka dalam kasus ini. Setelah surat ini diterbitkan, WKS telah melibatkan
PPJ dalam proses penyelesaian konflik. PPJ tetap terus terlibat dalam proses penyelesaian
konflik setelah TFT disetujui oleh masyarakat dan WKS sebagai mediator.

e Selama proses penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat, organisasi lain juga turut
terlibat dalam berbagai pertemuan. Misalnya pada 7 September 2012 diselenggarakan
pertemuan dengan tim negosiasi baru untuk perusahaan, selain PPJ, turut hadir juga wakil
dari Aliansi Petani Indonesia, Konsorsium Pembaharuan Agraria Indonesia, Jaringan
Kemitraan Pemetaan Partisipatif, dan Walhi*.

e Pada 2013, selama proses negosiasi final, masyarakat Senyerang memutuskan untuk
bernegosiasi langsung dengan WKS tanpa melalui PPJ. Meskipun demikian, perwakilan PPJ
selalu diundang untuk mengobservasi proses negosiasi.

e Wawancara dilakukan dengan anggota masyarakat yang merupakan anggota tim negosiasi
Senyerang, pertama dilakukan dengan kehadiran FPP tanggal 29 Oktober 2014 di Jambi dan
selanjutnya tanpa kehadiran FPP tanggal 26-27 Januari 2015. Selama wawancara,
masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak pernah dibatasi perusahaan untuk
memperoleh input dari organisasi lain seperti PPJ, Greenpeace, WBH, dsb selama proses
penyelesaian konflik*.

' Berita Acara Pertemuan di Hotel Novita, Jambi tanggal 9 Juni 2013, tersedia berdasarkan permintaan.
Surat terbuka dari perwakilan masyarakat Senyerang tanggal 21 November 2014 dan 25 Maret 2015 terdapat di Lampiran
Il dan 11l



e Dengan demikian, Tim verifikasi Pengaduan menyimpulkan bahwa pernyataan FPP di atas
tidak benar berdasarkan fakta — fakta yang ditemukan.

Isu 6: Perjanjian antara WKS dan masyarakat Senyerang merupakan langkah awal
penyelesaian konflik, namun penyelesaian ini tidak sesuai dengan komitmen publik dalam
Kebijakan Konservasi APP atau tercantum dalam Standard Operating Procedure APP.

Berdasarkan temuan — temuan dalam proses verifikasi terhadap isu 1 sampai 5 di atas, Tim
Verifikasi menemukan bahwa:

a. Proses hingga tercapai kesepakatan total klaim lahan seluas 4,004 ha sudah sesuai dengan

kebijakan dan SOP APP yang relevan; dan pencapaian kesepakatan tersebut dilakukan
melalui pendekatan kolaboratif. Obyek konflik yang disepakati diputuskan berdasarkan
input dari pihak berwenang yang relevan (Gubernur Jambi dan Kementerian Kehutanan)
dan masyarakat Senyerang. Dalam proses mediasi, masyarakat Senyerang menegaskan
kembali bahwa obyek negosiasi adalah 4,004 ha. Ketika opsi penyelesaian ini disampaikan
kepada mereka, Masyarakat Senyerang menyetujuinya.
Sewaktu TFT mulai menjalankan perannya sebagai mediator penyelesaian konflik, TFT
meminta perwakilan masyarakat Senyerang untuk mengklarifikasi kembali obyek konflik
dalam pertemuan tanggal 20 Juni 2013. Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa obyek
konflik adalah tanah seluas 4,004 ha'®. Sehingga negosiasi dilanjutkan dengan obyek
konflik ini sebagai titik permulaan.

b. Pemetaan partisipatif dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mengalineasi areal klaim
seluas 4,004 ha.

c. Tim negosiasi masyarakat Senyerang mengetahui hak mereka untuk memilih organisasi
manapun yang ingin mereka libatkan dalam proses negosiasi dengan perusahaan, baik
sebagai fasilitator ataupun mediator.

d. Konsultasi masyarakat untuk penilaian HCV dilakukan dua kali di Senyerang oleh penilai
NKT pihak ketiga yang independen. Penilaian SKT tidak relevan terhadap areal konflik
dengan masyarakat Senyerang karena areal itu telah menjadi areal hutan tanaman
sehingga konsultasi masyarakat juga menjadi tidak relevan.

e. Penilaian NKT di WKS sedang berlangsung selama proses penyelesaian konflik Senyerang
sehingga belum ada rekomendasi zonasi lahan yang bisa didiskusikan dengan masyarakat
selama proses negosiasi.

'® Surat terbuka dari perwakilan masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015. Lampiran I|



f. Masyarakat Senyerang tidak pernah dibatasi atau dihalangi perusahaan untuk mencari
input dari organisasi manapun yang mereka inginkan untuk dilibatkan dalam proses
negosiasi.

Dengan demikian, Tim Verifikasi Pengaduan menyimpulkan bahwa proses penyelesaian konflik
antara masyarakat Senyerang dan WKS yang dimediasi TFT telah dilakukan sesuai dengan
komitmen kebijakan dan SOP APP.

4. Rekomendasi

e Mempertimbangkan sebagian besar temuan di atas juga tersedia bagi penulis Laporan, Tim
Verifikasi Pengaduan merekomendasikan agar FPP/ Scale Up/ Walhi Jambi mereview dan
membuat revisi — revisi yang diperlukan terhadap pernyataan yang mereka buat dalam
laporan. Hal yang sama juga telah diminta oleh masyarakat Senyerang sebelum laporan
diterbitkan.

e Studi-studi serupa lainnya perlu dilakukan dengan pendekatan yang kolaboratif dan dengan
memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait. Selain itu, sangat penting untuk
memastikan bahwa studi-studi seperti ini dilakukan dengan metodologi tepat sehingga data
yang diperoleh konsisten dengan fakta-fakta di lapangan.

e Para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik dan dalam pelaksanaan
kesepakatan, yaitu masyarakat Senyerang dan WKS, harus terus mempertahankan
komunikasi yang baik dan melanjutkan perkembangan yang positif yang saat ini tengah
berjalan.



Lampiran I. Kronologi Proses Resolusi Konflik Senyerang

Tanggal Description of Activities/Events

01/04,/2000 |Aletterwas sent on behalf of Senyerang community/farmears group {led by Mr. AsmawiSyam) to Tanjabar District Head
{Bupati)

15/09,/2000 |[Meestingbetween WES & Senyerang community which was reprasented by the village head, head of EFD and

community leaders. Attended by representative for Tanjabar district government.

Fesult of meeting: Community request Bp 2.5 trillionto compensate forthe use of theirland by WES, the land
community claimed is 6,402 ha, and the community

wants 50% ofthat landto be managed in partnership with the community while the remaininghalfto be managed

L

solely by WES

23,01/2001

™

Meeting between community representatives, WES and Tanjabar Governmeant Assistant llinthe Tanjabar
Government office.

Curingthe discussion:

WES statedthat it iswillingto helpthe Senyerang community through cammunity development program

The community is willingto submit a request to MOFto change the land status from Forest Areaforthe 50% ofthe land
that they claimed whichis neartheirvillags

10,/06/2004

™

Meeting between community representatives, WES and Tanjabar Government Assistant [[to finalize an agreement to
resolve the conflict

Theresultis anagreement which consists of:

1. Agreeement to build a 673 ha HTPK

2. Agreement to build community livelihood plantation of 251 ha

3. Other support from WES: building a mosque, budget forvillage development, employment opprotunities for

community members, IZILITSIZILII'IIiI'Ig work agreements

17,/03/2008

Jambi Farmer Union/FPersatuan PetaniJambi (PPJ), which was then led by Irmasyah, held a meeting (RembugTani
Jambil.

The meetingwas attended by representatives from WES and the Jambi provincial government. There was a statement
letterfromthe Jambi Governor as aresult ofthe meeting. The letter contain:

1. Frovincial government support PPJ to develop forest with community

2. The farest development activity is inthe form of Communty Flantation Forest (HTR)

3. Location forthe HTR development 41,000 ha) will be identified later and submittedto MoF

4. HTR development will comply tothe relevant laws and regulations. Provincial government will provide fundingfor
the development and WES will provide seedlingand technical supports

. In WES concession areas that is already currently occupied by the community, they are allowed to continue their
tnan-farestryl activity temporarily, but they will have to reforestthose area within 10vyears.

6. The community shall not open any new areas within WHES concession areas

7. There will be no new land claim beyond the 41,000 ha by the community

- 1Ay

8. This letter also resolve the conflict between WES and the community in Jambi

Agustus 2009

L

Signingofagreement between WES and FPJonthe 41,000 ha community claim areainthe & Districts of Jambiwas
cancelled duetointernal changes within PPJ

IMaret 2010

The new PP) leader (Aidil Putra) coordinated a rally ofthe communityto reject the previous result of claim verification
forthe 41,000 halandin the & Districts of Jambi and demanded for a newverification team

23/03/2010

01/04,/2010
s/d
05052010

JambiGovernorissued a decree regardingthe establishment of a new wverification team forthe Jambi community land
conflict

Varification was carried out by ateam consistingof DPRD members, regional government working unit, provincial
government staff and Tanjabar district government staff. The new result indicated 66,000 ha of land claim.
Thisisthe 1st time a claim of 7,224 ha of land was identified inSenyerang
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JambiGovernerrequested guidance from MoFregardingthe result ofthe new verification wark.

29,/09;/2010

Directorate General for Forestry Enterprise Development ofthe Ministry of Forestry (Dirjen BUKj issued aresponsein a
letter

1. Mo partyis allowed toworkinside the concession area of WES without permit from relevant authority

2. Community developed area should be converted into forest plantation partnership with license holder (WES).
Fartnership development cannot be inthe form of agricultural product (oil palm and cassava)

3. Location and size of community livelihood area shall refaertothe result of 2008 identification/verification

4. Ifanagreement cannot be reached, then conflict resolution shall be through judiciary process

01/10,/2010 [JambiGovernorissued aletter based onthe MoFlettartathe District Head of Muara Jambi, Batanghari, Tanjabar,
Tanjatim dan Teho.
20/11/2010 [lambi Governorestablished aSmall Team to socialize the recommendation forresolution ofthe 41,000 ha land
conflict.
2971172010 [lambiGovernorsent anotherletterto Dirjen BUK explainingthe chronology ofthe conflict, the stepsthat has been
taken sofarand suggestion for resolution
3001272010
WES sent aletterto Dirjen BUK also explainingthe status ofthe conflict andthe actions taken so far
Dirjen BUK respondedin aletterto both Jambi Governor and WES in letters. Askingforthe Jambi Governorto conduct
16/02/2011 [inwventory ofthe land under conflict andthe community membears invalved inthe conflict
Ateamwas established by Jambi Governortotake inventory ofthe claim area, availability of no-forested area around
2170272011 |the cornmunity and data ofthe relevant communities
s/d It's memberincludes:Jambi Forest Agency, BF2ZHFP, Jambi BPN, Tanjabar district BPN, Jambiand Tanjabar police, Jambi
23/02/2011 |Legal Agency, jambiEkbangand SDA Agency, PR) reprasentatives, senyerangrepresantatives and WES representatives
09/03/2011 [lambiGovernor submitted the result ofthe inventory to Dirjen BLK
16/03/2011 [Jambi Governorand PPJrepresentatives met with Minister of Forestry
2C/04,/2011 |[DirectorforPlantation Forest Enterprise Development (BEUHT) sent a letterto DKM requestingits assistance as a
mediatorforthe conflict resolution
15/07,/2011 |Head of DEN Presidium respondadtothe letterto agraein providing support forthe conflict resolution

16-17/12,/2011

DEN's NGO chamberheld a meetingwith Senyerang community and visited the area in conflict

20/01/2012 [Minsitry of Forestryissues aletterregarningthe conflict resolution process betweenSenyerang cormmunity and WES.
The content is
1. The resolution, inthe form of partnership, is between WES and indigenous communityinSenyerangbased onthe
inventory done by Farmers Representative Council/ Dewan Perwakilan Patani (DPP)which will be verified by Tanjabar
District Head.
2. The plantsto be developedforthe community does not have to all be rubber
3. Each family is allocated 2 Ha of land

06/02/2012 [lambiGovernarsubmitthe result ofthe S Distric land claim inJambita MaF

Inthe letterthe Governor stated that PP) rejected the 2008 inventory result of 41,000 ha of claim area
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vmeetingregarding conflict resolution is held fwhere?¥ and was attendead by

1. a new negotiation team fro WES

2.TFT

3. Representatives of community from the & Districts in Jambi

4. C50:PPJ, Indonesian Farmer Alliance, Indonesia Agrarian Reform Association, Participative MappingPartnership
MNetwark, and Walhi.

Inthe meetingitwas concluded that PPJwill coordinate the community and farmers group inthe 5 District forthe nest
meetings regarding conflict resolution

TFTteam agreesto provide support ifthey are given mandate by all relevant partiesto mediate the process

Oktober 2012
s/d April 2013

IMeetings between WES, Senyerang community representatives, PPl and Tanjabar Forest Agencywere held for
discussions and negotiations. The meetings were facilitated by Dirjen BUK. Options for conflict resolutions were
discussed and negotiated.

™

TFT communicates regularly with WHES, Senyerang community representatives, PPJ and Tanjabar Forestry Agency to
help commaon understandingofthe conflict resolution process between the parties and improve the communcation
between WES andthe Senyerang community representatives.

Eipertteamwastasked by Dirjen BUKto assess the viability of rubber plant development inthe area of canflict. The
result ofthe studywasincluded asinputinthe development of new conflict resolution options by the two conflcting
parties.

20 Juni 2013

[ETRF

WES andthe Senyerang community finally came to agree on an option forthe resolution of conflict. The content ofthis
agreed option are:

1. All parties agrees that the object of conflict is the 4,004 ha of land

2.The 1,001 ha ofthe conflict area will be developed into rubber plantation withthe monetary and expert advice of
WHS

3. Farthe remaining 3,003 ha of land, it will continue to be mainatined as plantation forest area by WHS forthe next 22
years andthe community will receive a share ofthe profit

4. WES will provide supportinthe management of canals inside the 1,001 ha community rubber plantation

EJuli 2013

The formal agreement based onthe conflict resolution option selected was signed bythe relevant parties at a
ceremaony inthe Ministry of Forestry's office in Jakarta




Lampiran Il. Surat Masyarakat Senyerang tanggal 21 November 2014

SURAT PERMNYATAAM PENGURLS KOPERAS| SENYERANG BERTUAH

TERHADAR LAPORAMN FPP

*  Hagil Pertemuan artars FPP, Walhi Jambi, Pergurus Koperasi Senyerang Bertuah dan TFT pada
ranpgal 2% Oktaber 2004 yang dihadiri oleh Patrik (FPP), Rudiansyah (WALHI lambi), Hatta,
Sugeng, Khalll, Edy Waluye [Pangurus Koperasi Senyerang Bartuah), Eko Haian [SWF], Setiadl
|FT, WKS) dan Berdy Steverds [TFT)

2 Hasil gericmuan ini meyatakan bahwa dral laparan PP tentang pergalaman penyelesaian
kenflik masyarakat Senyerang dan PT. WS tidak sesual dengan hasil wawancara dan proses
yang sudan bewrjalan, Terutama berkactan dengan hal imtimidas, keterwakilan penguends, luasan
wesepakatan dan permintasn nogasasi ulang: pRrmyataan-periyataan tersnbut tidak berds dan
labif menjuras kepeds pencemaran nama halk . hal lain sdalah permintaan terhadap TFT
sebagal mediator adalah atas permintaan pengurus koperasi dan di ketahui aleh masyaratat
LEnyarang.

3, FAP |Patrik | memyatakan bahwa kalaw tidak sesual maka FPP tidak akan memuat tubizan
tersenwt atau akan rmelsiukan revisi.

4 Gprelal emelzhykan reddsl maka dradl laporan tersebut akan dikirim ke Panguris Eoperasi
Serverarg Bertuah untue dilihat dan doelajan apakan sudah sesuai dengan hasil Marfikagl apa
tidak. Setelah disstujul penigurus koperssi Senyerang maka FPP boleh mempublicasikannya

5. Terap hal 1ersebut tidak diakukan oleh FRP sampai saat ind, sehingga kami atas nama Pengurds
Koperasi Senverarg Bertuah tidsk pernah menyetujui bahwa laporan FRF tenlang proses
penyalesalan konflik serperang sudal i setujul oleh kami

£ [Dan tdak berar bahwa kami 1elsh melakukan pertemusn pads tanggal 23 Okiober 2004 untuk
rewisl akam hal tersebut dengan mengatasnamakan masyarakat senyerang. Hal tersebidt sama
cekali ridak benar dam kami tidsk membuat penyataan Afad nama masyarakat menyekujui
|laperan FFP tereebut

Demikian permvataan i K S5mpadican

Sergerang, 21 Nopembsr 2014

Tertanda :

1. BA. Hatta 1. %2 :-_'.

I Sugeng . ' i

3. Abdul Khalil 1.0 o
4, Edy Walwa i 4



Lampiran lll. Surat Masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015

Surat Masyarakat Senyerang Merespon Laporan FPP “Pelajaran dari Konflik, Perundingan dan
Kesepakatan antara Desa Senyerang dengan PT Wira Karya Sakti

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah perwakilan masyarakat Senyerang yang diberi
mandat oleh masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik antara PT Wirakarya Sakti
(WKS) dengan masyarakst Senyerang yang difasiiitasi / dimediasi oleh The Forest Trust (TFT).

Pada tanggal 29 Oktober 2014, kami telah bertemu dengan plhak FPP (Patrick Anderson) dan Walhi
Jambi (Rudiansyah) untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi atas draft laporan tersebut dan
meminia agar plhak FPP tidak mempublikasikan laporannya sampal apa yang kami sampaikan dalam
idarifikasi dipunakan untuk merevisi laporan; terutama bagian yang merepresentasikan pandangan
maupun pendapat kami sebagal masyarakat Senyerang terhadap proses tersebut,

Dalam pertemuan, permintaan tersebut disetujui oleh pihak FPP bahwa draft final akan direvisi dan
disetujul dahulu oleh pihak masyarakat Senyerang sebelum dipublikasl. Namun sayangnya, sejak
pertemuan berakhir sampal dengan laporan tersebut dipublikasi oleh FPP, pihak FPP tidak pernah
menghubung! kami lagl untuk memberikan draft revisi maupun mendapatkan persetujuan terhadap
draf final laporan,

Mencermati sl laporan final sebagaimana disebut di atas kami merasa perlu untuk melakukan
darifikasi secara terbuka agar masyarakat uas dapat mengetahul fakta yang sesungguhnya.

1. Kami sebagai wakil masyarakat Senyerang dengam penuh kesadaran dan tanggung jawab
telah mengikuti seluruh proses fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik antara masyarakat
Senyerang dergan PT \Mirakarya Sakti sampai dengan tercapainya kesepakatan dan
penandatangananmya. Kami |uga telah mensosialisasikan seluruh isi kesepakatan kepada
masyarakat yang memberi mandat kepada kami, dan menerima dengan balk seluruh isi
kesepakatan tersebut.

2. Permintaan dan penunjukkan TFT sebagai mediator sudah melalul persetujuan kami Pada
awal kegiatan mediasi, pihak TFT telah menjelaskan kepada kami bahwa kaml barhak untuk
menunjuk organisasi lain sebagal mediator jika itu yang kami kehendakl,

3. Kami tidak pernah dibatasi untuk berkomunikasi dengan plhak manapun, termasuk PP,
Greenpeace, WEH, dan lsin-lain, selama proses fasilitasi dan mediasi berlangsung,

4, Kami tidak pemah meminta untuk dilakukan negosiasi ulang terhadap hasil proses
peryelesaian konfiik yang diselesaikan pada tanggal 5 Juli 2013.

5. Berdirinya desa Senyerang pada Tahun 1905 .

6. Sebelum proses mediasi dimulal kami sudzh menyetujui balwwa objek negosiazi adalah 4.004
ha, Luasan 7. 224 ha adalah wilayah ulayat yang terdapat di wilayah kelurahan Senyerang,
yang diserahkan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tabun 1927,

7. Temtang keterwakilan masyarakat Senyerang, kaml menegaskan bahwa kami dipilih dan
diberi mandat (surat kuasa oleh masyarakal Senyerang sebanyak 2002 KK) melalul rapat
akbar masyrakat .

B. Selama proses fasilitasi dan mediasi oleh TFT, kami, perwakilan masyarakat dan anggota
masyarakat Senyerang, tidak pernah mengalami intimidasi dan / atau penyuapan dari pihak
WKS.



9, Areal 4.004 ha telah dipetakan secara bersama-sama antara PT WKS, masyarakat Senyerang,
Dinas Kehutanan yang difasilitasi oleh TFT.

Bersama ini kami juga Ingin menyampaikan perkembangan kemajuan pelaksanaan kesepakatan
yang ditandatangani pada 5 Juli 2013, sebagal berllut:

Penyusunan rencana kerja implementasi pembangunan kebun karet.

Pembentukan koperasi Senyerang Bertuah

Penyerahan dana pembangunan kebun karet

Penyerahan dana bagi hasil dari lahan 3003 ha

Pelatihan Budidaya karet dar PT PN Il Medan

Pananaman tanaman karet sampal bulan Desember 2014 adalah seluas 321 Ha . Bibit

tanaman karet yang telah tertanam 178 443 batang.

7. Perkembangan tanaman karet hasil monev cukup baik urmur 1 tatwn

8. Monitoring secara berkala sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali oleh Dinas Kehutanan
Propinsi Jambi, BPZHP, Dinas Kehutanan kabupaten Tanjababar, Dinas Koperasi
Tanjabbar, Dinas Perkebunan Tanjabbar , PT WKS dan TFT

9. Mol kesepakatan 601 ha kemitraan akasia menunggu keputusan dari Dirfjen BUK

Do s e

Senyerang, 25 Maret 2015
Kami yang mewakili masyarakat Senyerang:

1. M Hatta ( |
1. Sugeng
3. EdyWaluyo

4. Abdul Khalil




Lampiran IV. Peta Klaim Lahan Masyarakat Senyerang seluas 7,224 Ha
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Lampiran V. Surat Keterangan dari Kepala Tungkal Head tahun 1925 untuk Hj. Abdoer
Rahman
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Lampiran VI. Surat dari Kepala Desa Senyerang tahun 1927 untuk Hj. Abd. Rahman

_"1 'f Lty = L I‘-.l'rf [ .I"'r" |.'.-
//(# f"-“'/“'z"ﬂ ..#'—E-f"l-:ﬂ' e ./j"/': For -f/? I‘f-‘ f / /r "f
; & - &L /} - i O IR
{;r b-[t-fd"' I’FJ—F‘G-II, %

YJ(,_‘, J‘f.-!'?'{x G B W

Pl 4‘21/:*--1- MM;&Z;# t-ac-—a/:y; A m’f‘f/f/r .e,'/-f
£

b.eze*‘;,;w%%.g,g ol el
mfﬁ/ ﬁd‘/;"‘ e soois ot L A .

o * T 4 : il <
’ ) ',’E-s“:/f_-f..s..;’.- s

pd
b / t/ci-v'-:;;:r R T /':_:.# # !;,1 i
; g /
. f -"ﬂfﬂ-'l-ﬂ-*'; "z-"z"'.t?-g,.m'ii ;’é/?g.v«
-‘éi'g‘!"?'-- "ﬂ- P f I e .:'_" ‘ﬁ‘.g'__, & _,'(;:I' 2 P J.l'.‘ =B -6‘:‘

r‘;fg"y ey ‘é—:‘-"?"“&;.-{,/ ":"'-"-’-" T

-
;f;éi'i v B A = 7 i #
et o e L o AR

-I";-' a
|-'I.. . II e Z i .
fa| o epL f-.f.l ¥
- e 5
le_....-f" ; ‘g-.\- s I_._ J_;
-y




